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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian 

kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis 

lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta dalam perkara psikotropika dapat disimpulkan bahwa putusan 

hakim tersebut telah mencerminkan dan menerapkan teori pemidanaan, yaitu 

teori pemidanaan retribusi dan teori pemidanaan rehabilitasi. Adapun teori 

pemidanaan yang paling dominan dianut adalah teori pemidanaan retribusi, 

dan teori pemidanaan rehabilitasi. Alasan-alasan hakim dalam menerapkan 

teori pemidanaan tertentu dalam pengambilan putusan untuk perkara 

psikotropika, dalam hal ini hakim lebih dominan menerapkan teori 

pemidanaan retribusi dalam putusan perkara psikotropika dengan alasan 

bahwa menurut Hakim hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut 

diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain, 

di samping itu pidana berfungsi sebagai pembayaran kompensasi, artinya, 

penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga 

yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain 

melalui tindak pidana dan penentuan berat ringannya sanksi pidana 
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berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya 

sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. 

Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan 

kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. 

 

B. Saran 

1. Guna memenuhi rasa keadilan dalam pengambilan setiap putusan, 

hendaknya hakim selalu memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan 

mempertimbangkan teori pemidanaan yang hendak diterapkan, sehingga 

putusan yang diambil oleh hakim dapat benar-benar memenuhi rasa 

keadilan bagi masyarakat luas. 

2. Dalam menerapkan teori pemidanaan tertentu hendaknya hakim 

mempertimbangkan berbagai macam aspek dari fakta dan bukti-bukti yang 

diajukan di persidangan, sehingga penerapan teori dalam perkara tersebut 

benar-benar tepat. 

3. Dalam pertimbangan hukumnya pada setiap putusan yang diambil oleh 

hakim hendaknya diuraikan secara rinci argumen hakim tentang penerapan 

teori pemidanaan tertentu sehingga argumen tersebut dapat diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat. 
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